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PENDAHULUAN

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (pasal 466)

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara
Perserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provisi dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 474

ayat 1

“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD secara nasioanl, Peserta
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstutisi”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 475

ayat 1

“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD secara nasioanl, Peserta
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstutisi”
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PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata

untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang

modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan

perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun

2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan
Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan
Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video
Conference)”



PERMOHONAN 

ELEKTRONIK
Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi

melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic

Filing), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima

setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem

komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut
permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang
memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan
permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik
tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



1. 

2.

3.

4.

5.

6.

SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah

Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan

permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak

terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan

permohonan elektronik secara online (permohonan

online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik,
selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi
manajemen penerimaan permohonan perkara secara
elektronik”

SIMPEL 
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Permohonan PHPU 

Calon Presiden dan 

Wakil Presiden

Permohonan PHPU 

Legislatif DPR/DPRD 

Tahun 2019

Permohonan PHPU 

Legislatif DPD Tahun

2019



a. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN 

ANGGOTA LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI DPP 

PARTAI 

b. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN PHPU 

ANGGOTA LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI DPD 

PARTAI 

c. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN PHPU 

ANGGOTA LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI 

PERSEORANGAN 



PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1):

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Politik

Peserta Pemilu.”

DPP partai politik harus mendaftarkan pada SIMPEL untuk mendapatkan 

akun log in DPP Partai Politik. Langkah berikutnya DPP Parta Politik 

akan mengisi profile DPP Partai Politik 

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai

Form pendaftaran akun DPP partai politi peserta pemilu 2019



1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai

Login setelah daftar akun sebagai DPP Partai Politik 



DPP Partai Politik setelah log in pada tampilan utama, dapat mendaftarkan pengajuan permohonan 34 provinsi, memilih kuasa

hukum lebih dari 1, serta membuat akun sesuai dengan DPD Partai Politik;

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Waktu pembuatan tiket adalah waktu yang dicatat dalam pengajuan permohonan (APPP). Pemohon dapat melengkapi

permohonan dalam waktu 24 jam setelah pembuatan tiket. Tiket akan hilang secara otomatis dalam waktu 24 jam.

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai Politik memilih Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Contoh DPP Partai Politik telah memilih 3 Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu pada 27 September 2018 

pukul 10.01 

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai melengkapi isian aplikasi PHPU Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai Politik memilih pihak terkait sesuai dapil DPR/DPRD yang hendak diajukan permohonan PHPU Legislatif

DPR/DPRD Tahun 2019

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai Politik melakukan pemilihan pihak terkait PHPU legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai Politik melakukan proses upload / unggah berkas permohonan PHPU Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



DPP Partai Politik mendapatkan tanda terima online permohonan PHPU Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPP Partai



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai



a. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN 

ANGGOTA LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI DPP 

PARTAI 

b. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN PHPU 

ANGGOTAL LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI DPD 

PARTAI 

b. PENDAFTARAN 

PERMOHONAN PHPU 

ANGGOTAL LEGISLATIF 

DPR/DPRD MELALUI 

PERSEORANGAN 



PMK No 2 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

“Partai politik yang mengajukan perselisihan antar calon

anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama,

pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik atau

DPD partai politik atas persetujuan DPP partai politik yang

bersangkutan.”

Terhadap permohonan yang akan diajukan langsung DPD Partai Politik, maka DPD Partai

Politik yang bersangkutan harus menghubungi DPP Partai Politik untuk mendapatkan log in

sebagai DPD Partai Politik.

Dengan log in yang didapatkan dari DPP Partai Politik, DPD Partai Politik dapat melakukan

log in untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan anggota lagislatif DPR/DPRD

pada dapil di masing-masing daerahnya.

2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai Politik



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai

DPP Partai Politik melakukan pembuatan akun untuk DPD partai tersebut pada daerah tertentu,



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai

DPP Partai melakukan pendaftaran akun untuk DPD dilengkapi semua form email dan password akan menjadi akun login DPD 



DPD Partai Politik melakukan login setelah DPP partai politik melakukan pembuatan akun untuk DPD partai tersebut pada daerah tertentu, 

pada tampilan ini DPD Partai Politik dapat melakukan permohonan online berdasarkan dapil pada PHPU Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai



Setelah DPD Partai Politi telah selesai mengisi form dan upload berkas, maka DPD Partai Politik tersebut akan mendapatkan tanda terima

online 

2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai



3. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPR/DPRD Melalui Perseorangan



Terhadap permohonan yang akan diajukan langsung oleh perseorangan, maka perseorangan

caleg yang bersangkutan harus menghubungi DPP Partai Politik untuk mendapatkan log in

sebagai perseorangan caleg yang akan mengajukan PHPU 2019.

Dengan log in yang didapatkan dari DPP Partai Politik, maka caleg perseorangan dapat

melakukan log in untuk mengajukan permohonan perseorangan perselisihan pemilihan

anggota lagislatif DPR/DPRD pada dapil di masing-masing daerahnya.

2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota
Legislatif DPR/DPRD Melalui DPD Partai Politik



Form pengisian pengajuan permohonan online secara perseorangan Calon Legislatif DPR/DPRD

3. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPR/DPRD Melalui Perseorangan



Tanda terima permohonan online 

3. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPR/DPRD Melalui Perseorangan



4. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan

Calon Anggota Legislatif DPD;



Permohonan PHPU 

Calon Presiden dan 

Wakil Presiden

Permohonan PHPU 

Legislatif DPR/DPRD 

Tahun 2019

Permohonan PHPU 

Legislatif DPD Tahun

2019



PMK No 3 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh

Termohon.”

4. Pengajuan Permohonan Online Calon

Anggota Legislatif Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) ;



Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama calon sudah terdaftar pada database kemudian upload berkas

4. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPD;



Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online 

4. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota

Legislatif DPD;



5. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan

Calon Presiden dan Wakil Presiden;



Permohonan PHPU 

Calon Presiden dan 

Wakil Presiden

Permohonan PHPU 

Legislatif DPR/DPRD 

Tahun 2019

Permohonan PHPU 

Legislatif DPD Tahun

2019



PMK No 3 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.”

5. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Calon

Presiden dan Wakil Presiden;



Tampilan untuk pengajuan perselisihan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, berbeda dengan pendaftaran akun

DPP 

5. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan

Calon Presiden dan Wakil Presiden;



Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama calon Presiden dan Wakil Presiden dan upload berkas;

5. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan

Calon Presiden dan Wakil Presiden;



Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online 

5. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan

Calon Presiden dan Wakil Presiden;



JAWABAN TERMOHON 



KPU 

KPU melakukan log in untuk mencetak  jawaban termohon 



JAWABAN TERMOHON 

Form isian jawaban termohon



TANDA TERIMA ONLINE JAWABAN TERMOHON 

Tanda terima online jawaban termohon, waktu permohonan online 



6. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video
Conference);



5. VIDEO CONFERENCE, PERSIDANGAN JARAK JAUH DAN LIVE STREAMING



6. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video
Conference);

PMK No 2 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang

dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau

termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan

secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui

teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan

koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk

saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan

secara offline.”

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain 

dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu: 

a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan

dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,

b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan

ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.



6. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh

(Video Conference);

NO PERGURUAN TINGGI ALAMAT

1 FH Universitas Airlangga Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam
Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur

2 Universitas Al Asyariah Mandar Jl. Budi Utomo No.2 Manding, 
Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 
91315

3 FH Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau
Manis, Padang 25163 Sumatera Barat

4 FH Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu, Balunijuk, 
Merawang-Bangka, Kepulauan
Bangka Belitung

5 FH Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun
Bengkulu 38371 A

6 FH Universitas Brawijaya Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, 
Malang 65145 Jawa Timur

7 FH Universitas Cenderawasih Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena
- Jayapura - Papua 99358

8 FH Universitas Diponegoro
(Jawa Tengah)

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus
Universitas Diponegoro Tembalang, 
Semarang 50214

9 FH Universitas Gadjah Mada Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, 
Bulaksumur 55281 Yogyakarta

10 FH Universitas Haluleo
(Sulawesi Tenggara )

Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. 
H.E.A Mokodompit Anduonohu
Kendari 93232

NO PERGURUAN TINGGI ALAMAT

11 FH Universitas Hasanudin
(Sulawesi Selatan)

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus 
Tamalanrea, Makasar 90245

12 FH Universitas Indonesia Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat

13 FH Universitas Jambi (Kampus
Pinang Masak) 

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo
Darat-Jambi, 363631

14 FH Universitas Jember Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak 
Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur

15 FH Universitas Jenderal Soedirman Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng -
Purwokerto 53122

16 FH Universitas Khairun (Ternate) Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya 
Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719

17 FH Universitas Lambung
Mangkurat (Kalimantan Selatan)

Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) 
Banjarmasin, 70123

18 FH Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, 
Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

19 FH Universitas Malikussaleh
(Provinsi Aceh)

Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe
P.O.BOX 141

20 FH Universitas Mataram Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 
Nusa Tenggara Barat



TERIMA KASIH


